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Abstrak

Dalam proses pengadaan barang dan jasa masih terdapat celah untuk melakukan kecurangan, karena masih adanya
praktik kecurangan yang cukup besar terhadap pengadaan barang/jasa. Artikel ini bertujnan untuk mengajnkan
model konseptual tentang faktor-faktor yang berpengarub terhadap pencegaban frand pada pengadaan barang/jasa di
Pergurnan Tinggi di Indonesia. Penelitian ini dibarapkan dapat memberikan masukan kepada Institusi Perguruan
Tinggi di Indonesia dalam pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa.
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PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi merupakan satuan pendidikan penyelenggaran pendidikan. Perguruan Tinggi perlu
didukung dengan adanya fasilitas yang memadai guna memperlancar dan memudahkan proses belajar
mengajar. Menurut Jamil (2011), kampus merupakan media untuk mencetak peserta didik yang
bermoral. Untuk menciptakan peserta didik yang bermoral maka kampus sendiri harus bersih dari
praktik korupsi. Kasus korupsi di Perguruan Tinggi merupakan tamparan yang sangat keras terhadap
lembaga pendidikan. Sebab lembaga pendidikan seharusnya sebagai tempat atau wadah orang-orang
berkumpul dan bekerjasama secara sistematis, terorganisasi, terkendali dalam memanfaatkan
sumberdaya, dan sarana-prasarana untuk tujuan pendidikan. Salah satu jenis yang menimbulkan
kebocoran keuangan yang paling besar di Perguruan Tinggi yaitu pengadaan barang/jasa.Belum
efektifnya pengendalian internal di Indonesia, terutama di lingkungan Instansi Perguruan Tinggi
menyebabkan munculnya dugaan—dugaan kasus korupsi.

Frand tidak hanya terjadi di sektor lembaga pemerintah saja, melainkan di sektor lembaga swasta
juga banyak terjadi (Hamdani et al. 2017). Komisi Pemberantasan Korupsi (2014) menyatakan bahwa
kasus fraud dewasa ini terjadi di berbagai bidang, termasuk dalam hal pengadaan barang/jasa di Institusi
Perguruan Tinggi. Adanya dugaan korupsi dalam proyek pengadaan alat laboratorium MIPA di salah
satu Universitas Negeri di Jawa Timur. Selanjutnya, dari penyelidikan lebih lanjut oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), ditemukan praktik korupsi pengadaan barang/jasa terjadi di lima
Perguruan Tinggi Negeri di Jawa dan Sumatera (Detiknews, 2013). Latar belakang temuan inilah yang
menjadi alasan KPK untuk melakukan kajian ulang atas regulasi dan praktik Pengadaan Barang dan Jasa
di Institusi Lembaga Perguruan Tinggi.

Kemudian di Indonesia diberitakan sekurangnya ada 18 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang
terindikasi terjadi tindak pidana korupsi dengan rata-rata kerugian miliaran rupiah. Ada tiga kasus
korupsi yaitu Universitas Negeri Jakarta (UN]) yang diperkirakan merugikan negara senilai Rp 5,175
miliar, Universitas Negeri Malang (UM) yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 14,9 miliar
dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa senilai Rp 54 miliar. Tindak korupsi yang dilakukan yaitu
pengadaan laboratorium Perguruan Tinggi. Pada tahun 2013 salah satu Perguruan Tinggi di Indonesia
yang mengalami tindakan korupsi adalah Universitas.Ul mengalami tindak korupsi pada kasus
pengadaan teknologi informasi perpustakaan (Republika, 2017).


https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art16

182 Determinan pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa perguruan tinggi di Indonesia

Selanjutnya, di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) salah satu Universitas Swasta juga terindikasi
kasus dugaan korupsi yaitu Universitas Hindu Indonesia (UNHI) yang bernaung di bawah Yayasan
Pendidikan Widya Kertimilik PHDI juga dilaporkan kepihak berwajib terkait pengelolaan dana yang
tidak transparan. Maka untuk pencegahan Fraud di Institusi Perguruan Tinggi Swasta, diperlukan adanya
pengawasan yang lebih ketat (Merawati, 2017).

Mengingat dengan adanya berbagai macam fraud telah terjadi di lingkungan Instansi Pendidikan
berlangsung terus-menerus seperti air yang mengalir tiada henti. Salah satu jenis yang paling banyak
menimbulkan sumber kebocoran keuangan yang paling besar adalah fraud dalam bidang pengadaan
barang/jasa. Pengadaan barang/jasa memang masih menjadi faktor yang sangat rentan terhadap
korupsi. Seberapa parahnya potensi kebocoran keuangan yang harus ditanggung oleh negara, dapat
diketahui dari beberapa resume artikel yang pernah dimuat di media cetak seperti berikut: melalui salah
satu artikel yang berjudul Fleksibilitas Anggaran Buka Peluang Korupsi (Media Indonesia, 2017).
Melalui Media Indonesia (2017) dapa tdiketahui bahwa ada indikasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
2004-2009 dan pemerintah membuka celah terjadinya praktik dagang pada anggaran pendapatan dan
belanja negara tahun depan (2010).

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud, diantaranya penyebab terjadinya korupsi
di Perguruan Tinggi yaitu lemahnya Sistem Pengendalian Internal (SPI) atau internal auditor di
Perguruan Tinggi. Dalam mengendalikan praktik kecurangan di Perguruan Tinggi maka pihak Institusi
perlu memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mencegah terjadinya perilaku kecurangan (fraud)
salah satunya dengan melakukan peningkatan sistem pengendalian intern (infernal control system). Sistem
pengendalian internal merupakan bagian dari sistem proteksi terhadap kecurangan yang didesain untuk
mencegah irregularitas dan upaya deteksi dini kecurangan (Silvertone, 2007). Hayati (2017)
menambahkan bahwa Integritas Auditor Internal berpengaruh dalam mencegah kecurangan (fraud).
Kualitas SDM pengadaan barang/jasa merupakan salah satu subyek (pelaku) pengadaan barang/jasa
dan aktivitas serta keputusan yang dilakukannya akan sangat menentukan jalannya proses pengadaan.
Bahwa profesionalisme atau kualitas SDM pengadaan merupakan faktor yang ikut mempengaruhi
keberhasilan suatu sistem pengadaan barang/jasa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Thai,
2001).

Etika pengadaan barang/jasa merupakan salah satu aspek penting yang petlu diperhatikan untuk
terciptanya pengadaan yang sehat. Dengan adanya etika yang baik akan dapat mencegah penyalah
gunaan wewenang atau kolusi untuk keuntungan pribadi atau golongan yang secara langsung atau tidak
dapat merugikan salah satu pihak. Hal ini diperkuat dari hasil penelitian yang menunjukkan adanya
pengaruh etika pengadaan terhadap tetjadinya frasd pengadaan barang/jasa yang ditinjau dari sudut
pandang responden auditor BPKP (Sartono, 2006). Hidayati & Mulyadi (2017) menyatakan bahwa etika
pengadaan barang/jasa berpengaruh signifikan terhadap tetjadinya fraud.

Budaya organisasi merupakan sistem makna dan keyakinan bersama yang dianut oleh para
anggota organisasi yang menentukan sebagaian besar cara mereka bertindak, budaya tersebut mewakili
persepsi bersama yang dianut oleh para anggota organisasi yang menentukan sebagian besar cara
mereka bertindak, budaya tersebut memiliki persepsi bersama yang dianut oleh para anggota organisasi
tersebut (Yuliani, 2018). Pernyataan ini diperkuat oleh Sumendap dkk (2019) bahwa budaya organisasi,
moralitas, SPI berpengaruh positip terhadap pencegahan kecurangan (fraud).

Berdasarkan uraian di atas, maka melalui penelitian ini peneliti ingin menyajikan model
konseptual tentang faktor-faktor pengadaan barang/jasa yaitu SPI, kualitas SDM, etika dan budaya
organisasi berpengaruh terhadap pencegahan fraud di Perguruan Tinggi Swasta. Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian yang terdahulu, Hayati (2014) menguji pengaruh moralitas, SPI dan gender pada
pencegahan fraud. Sedangkan Hidayati & mulyadi (2017) menguji kualitas pengadaan, penghasilan
panitia, sistem/prosedur dan etika berpengaruh pada pencegahan frand. Sumendap dkk (2019) menguji
budaya organisasi, SPI dan moralitas berpengaruh pada pencegahan fraxd moralitas, SPI dan gender
berpengaruh pada fraud. Sedangkan pada penelitian ini saya menekankan pada Sistem Pengendalian
Intern, Kualitas SDM, Etika dan Budaya Organisasi sebagai pencegahan fraud, khususnya di Perguruan
Tinggi Swasta di D.LY.
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TINJAUAN LITERATUR
Teori Agensi

Pada dasarnya teori keagenan ini mendiskripsikan hubungan antara pemegang saham (stakebolder)
sebagai principal dan managemen sebagai agent. Jensen & Meckling (1976) menjelaskan tentang teori
keagenan merupakan sebuah kontrak antara pemilik dan manajemen guna melakukan suatu jasa untuk
kepentingan mereka dengan mendelegasikan wewenang pembuatan keputusan kepada manajemen.
Teori ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme yang menjamin keselarasan yang efisien antara
kepentingan pemilik dan manajemen.

Namun demikian, konflik kepentingan muncul karena adanya asimetri informasi antara kedua
belah pihak, dimana manajemen lebih mengetahui kondisi perusahaan dibanding pemilik. Masalah
keagenan potensial terjadi apabila bagian kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari
seratus persen (Masdupi, 2005). Sehingga dengan proporsi kepemilikan yang hanya sebagian dari
perusahaan membuat manajer cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk
memaksimalkan perusahaan. Hal inilah yang menjadi dasar sesecorang melakukan tindakan fraud
diinstansi/perusahaan tempat bekerja. Teoti agensi ini telah diadopsi oleh Wulandari & Nutyatno
(2018) tentang pencegahan kecurangan. Selain itu teori agensi juga diadopsi oleh Hidayati & Mulyadi
(2017) tentang efektivitas sistem pengendalian intern pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Teori Atribusi

Teori atribusi ini menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa disekitar
mereka, dengan mengetahui alasan alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi
berhubungan antara sikap dan karateristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat
pelakunya akan dapat diketahui sikap atau karateristik orang tersebut. Sehingga dapat memprediksi
prilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Pengguna teori atribusi dapat bermanfaat dalam mencari faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi tindakan frand yang terjadi dalam institusi/perusahaan. Teoti ini mengacu tentang
bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan
apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau
keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005).

Teori Fraud Triangle

Konsep pendeteksian fraud pertama kali yaitu fraud triangle yang dikemukakan oleh Cressey (1953) yang
menjelaskan tentang alasan mengapa orang-orang berpotensi melakukan tindakan fraud. Mark
Zimbeleman (2014) menyatakan bahwa ada tiga komponen dalam fraud triangle yang muncul secara
bersamaan yang dapat mendorong seseorang melakukan tindak kecurangan vyaitu rationalization, pressure,
dan opportunity. Berikut ini elemen—elemen Fraud Triangle:

Pertama Pressure; merupakan langkah awal seseorang melakukan kecurangan yang didukung
adanya tekanan yang terjadi baik dalam organisasi maupun kehidupan individu. Kedua Opportunity; akan
dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang harus memiliki akses terhadap asset atau memiliki
wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukakannya skema
kecurangan. Ketiga Rationalization; merupakan kecurangan yang dilakukan karena adanya rasionalisasi
yang dilakukan seseorang dalam mengambil keputusan secara sadar, dimana pelaku kecurangan
menempatkan kepentingannya di atas kepentingan orang lain.

Fraud

Menurut Black’s Law Dictionary (ACFE, 2012) Statement on Auditing Standards No. 99 mendefinisikan
fraund sebagai “an intentional act that result in a material misstatement in_financial statements that are the subject of an
andit. Fraud adalah semua macam yang dipikirkan manusia dan diupayakan oleh seseorang untuk
mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan cara yang salah, licik atau tersembunyi, dan tidak wajar
yang menyebabkan orang lain tertipu.
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Menurut Hall (2001) mendifinisikan bahwa fraud sebagai kebohongan yang disengaja,
ketidakbenaran dalam melaporkan aktiva perusahaan atau manipulasi data keuangan bagi keuntungan
pihak yang melakukan manipulasi tersebut. Sedangkan Fraud menurut Institute of Internal Auditors (ILA)
adalah suatu tindakan penipuan yang mencakup berbagai penyimpangan dan tindakan ilegal yang
ditandai dengan penipuan disengaja.

BerdasarkanUnzform Occupational Fraud Classification System tersebut, The ACFE (2012) membagi
Frand (Kecurangan) dalam 3 (tiga) jenis atau #pologi berdasarkan perbuatan antara lain:

1. Penyimpangan atas asset (Asser Misappropriation)
Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian asset atau harta perusahaan atau pihak lain.
Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat
diukur/dihitung (defined value).

2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (Fraudulent Statemen?)
Frandulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan
atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan
rekayasa keuangan (financial engineering) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh
keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing.

3. Korupsi (Corruption)
Jenis fraund ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap
dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang
yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga
faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para
pihak yang beketjasama menikmati keuntungan (siwbiosismutualisme). Dalam hal ini adanya
penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (conflict of interest), penyuapan (bribery), penetimaan
yang tidak sah/illegal (i/legal gratuities), dan pemerasan secara ekonomi (economic extortion).

Sistem Pengendalian Internal

Menurut Silvertone (2007) Sistem pengendalian internal merupakan bagian dari sistem proteksi
terhadap kecurangan yang di desain untuk mencegah irregularitas dan upaya deteksi dini kecurangan.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa SPI
dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di
lingkungan kementerian pendidikan nasional. Kelemahan pada pengendalian internal telah diidentifikasi
dapat mengakibatkan terjadinya fraud (Hamdani & Albar, 2016).

Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)

Menurut Sedarmayanti (2009) pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah
organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Sedangkan Arrowsmith (2010)
menyatakan apabila SDM pengadaan tidak memiliki integritas, independensi, objektivitas, maka hal
tersebut dapat dimanfaatkan sebagai celah bagi kelompok atau individu untuk berbuat frauxd. Dalam hal
ini kualitas SDM pengadaan barang/jasa merupakan tim yang telah diangkat untuk melaksanakan
pemilihan penyedia barang/jasa telah memenubhi kriteria yang telah dipersyaratkan.

Etika

Etika pengadaan barang/jasa juga merupakan salah satu aspek penting yang petlu diperhatikan untuk
terciptanya pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk etika pengadaan barang/jasa antara lain: para
pengguna, penyedia, dan pihak terkait tidak menerima, menawarkan, serta menjanjikan pemberian
hadiah atau imbalan berupa apa saja kepada siapa pun yang terkait dengan pengadaan barang/jasa.
Jatiningtyas (2011) menyatakan bahwa etika pengadaan barang/jasa yang baik perlu diciptakan untuk
mencegah tetjadinya kolusi atau korupsi dalam pengadaan barang/jasa.

Budaya Organisasi

Menurut Soeharjono (2013) budaya organisasi adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman tingkah laku
dalam suatu sosial tertentu yang diakui dan menjadi panutan untuk menghadapi permasalahan eksternal
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yang telah disepakati demi tujuan bersama. Budaya organisasi merupakan seperangkat nilai, norma,
standar perilaku dan harapan bersama yang mengontrol cara-cara di mana individu dan kelompok di
dalam organisasi saling berinteraksi dan bekerja untuk mencapai tujuan organisasi (Jones & George,
2012). Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan pola asumsi
dasar, nilai-nilai, norma-norma, standar perilaku, dan pengharapan bersama yang dikembangkan oleh
sekelompok orang dalam Institusi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kerangka konseptual. Menurut Mamahit
dan Urumsah (2018), metode penelitian konseptual merupakan metodologi dengan cara mengamati dan
menganalisa semua informasi mengenai topik penelitian. Kerangka penelitian konseptual meliputi
kombinasi peneliti dari penelitian terdahulu serta terkait dalam fenomena yang terjadi. Ada empat
langkah dalam melakukan metode penelitian konseptual.

Pertama, penelitian konseptual didefinisikan sebagai metodologi dimana penelitian dilakukan
dengan mengamati dan menganalisis informasi yang ada pada suatu topik tertentu. Penelitian
konseptual tidak melibatkan melakukan setiap percobaan praktis. Hal initerkait dengan konsep-konsepa
bstrak atau ide. Kerangka penelitian konseptual merupakan kombinasi dari penelitian sebelumnya
dengan menjelaskan fenomena yang terjadi.

Kedua, mengumpulkan literatur yang relevan, yaitu dengan cara mempersempit topik serta
mengumpulkan informasi relevan yang ada di sekitar. Mengumpulkan informasi yang relevan
merupakan langkah penting sebagai penelitian konseptual yang sebagian besar berdasarkan informasi
yang diperoleh dari penelitian sebelumnya.

Ketiga, mengidentifikasi variabel tertentu dengan mengidentifikasi variabel yang berkaitan
dengan penelitian yang akan dilakukan. Variabel-variabel tersebut dapat memberikan lingkup penelitian
baru dan dapat membantu untuk mengidentifikasi penelitian.

Keempat, menghasilkan kerangka. Langkah ini mulai membangun kerangka kerja yang
diperlukan dengan menggunakan campuran variabel dari artikel ilmiah dan bahan terkait lainnya.
Penelitian ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan dan membuat informasi yang lebih
relevan.

Konseptual Model Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/ Jasa

Semakin tinggi biaya pengeluaran pengadaan barang/jasa di Institusi Perguruan Tinggi maka diperlukan
sistem pengawasan yang lebih ketat dalam upaya mencegah terjadinya fraud. Dalam hal ini pihak
Institusi Perguruan Tinggi perlu memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mencegah terjadinya
perilaku kecurangan (frand) yaitu diantaranya SPI, kualitas SDM, etika dan budaya organisasi.

Adapun kerangka modelpPemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1. Konseptual Model Pencegahan Fraud Barang/ Jasa

SPI H1
A
Kualitas SDM H2 (+) >
Pencegahan Kecurangan ( fraud )
Pengadaan Barang/Jasa
Etika H3 >

H4 (+)

BudayaOrganisasi
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Hubungan antara SPI, kualitas SDM, etika dan budaya organisasi terhadap pencegahan fraud
pengadaan barang/jasa. Menurut Purba (2015) pencegahan fraud akan berfungsi sebagai penghambat
yang kuat terhadap orang-orang yang berupaya untuk melakukan frasd. Oleh karena itu dengan
melaksanakan pencegahan fraud secara efektif akan menjadi penghalang yang kuat bagi pelaku fraud
potensial, sehingga dapat mengurangi kerugian akibat kecurangan (fraud). Pencegahan Fraud dapat dapat
dilakukan dengan mengaktitkan pengendalian Internal (Tuanakotta, 2010). Pengendalian Internal yang
aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan.

SPI

Menurut Mulyadi (2017) Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan
komisaris, manajemen, dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang
pencapaian tiga golongan tujuan yakni kendala pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi. Salah satu contoh tindakan menyimpang yaitu
kecenderungan melakukan kecurangan, disini faktor terjadinya fraud disebabkan karena adanya peluang fraud.

Sehingga, dengan mengadopsi #he fraud triangle theory yang dikembangkan Cressey (1953) maka
kecurangan ini terjadi karena adanya suatu tekanan dalam mencukupi kebutuhan hidup sehingga
terjadinya fraud. Penelitian yang dilakukan Merawati & Mahaputra (2017); Hidayati & Mulyadi (2017);
Wulandari & Nuryanto (2018); Asmawati & Aisyah (2016); Sumedap dkk (2019) menyatakan bahwa
Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap tetjadinya fraud pengadaan barang/jasa.
Sehingga dengan didasari Sistem Pengendalian Intern yang kuat di Perguruan Tinggi dapat mencegah
terjadinya frand pengadaan barang/jasa

Kualitas SDM

Dengan mengadopsi #he fraund fraud triangle theory yang dikembangkan Cressey (1953), maka kurangnya
kualitas SDM pengadaan menjadi peluang (opportunity) yang memicu terjadinya fraud. Penelitian yang
mendukung yang dilakukan Hidayati & Mulyadi (2017) bahwa adanya pengaruh antara kualitas SDM
pengadaan, sistem/prosedur pengadaan, etika pengadaan dan sistempengendalian internal terhadap
terjadinya frand pengadaan barang/jasa. Schingga Kualitas SDM yang baik akan sangat berpengaruh
dalam pencegahan tetjadinya Fraud pengadaan barang/jasa di Perguruan Tinggi.

Etika

Etika pengadaan barang/ jasa yang baik petlu diciptakan untuk mencegah terjadinya kolusi atau korupsi
dalam pengadaan barang/jasa di instansi perguruan tinggi. Menurut Jatiningtyas (2011) menyatakan
bahwa etika pengadaan barang/ jasa yang baik petlu diciptakan untuk mencegah tetrjadinya kolusi atau
korupsi dalam pengadaan barang/ jasa. Hal ini bisa tetrjadi calon rekanan menjanjikan atau menawarkan
hadiah biasanya membuat bagian pengadaan yang mempunyai integritas rendah menjadi berubah haluan
keperilaku yang melanggar ketentuan. Dengan demikian etika yang baik perlu diciptakan untuk
mencegah tetjadinya kolusi atau korupsi dalam pengadaan barang/ jasa.

BudayaOrganisasi

Budaya organisasi merupakan salah satu faktor yang dapat mencegah kecurangan. Budaya yang
menjunjung tinggi kejujuran dan etika didalam sebuah organisasi dapat mengurangi tindak kecurangan
yang dapat merugikan perusahaan pernyataan ini diperkuat oleh Kitbiyah (2017) yang menyatakan
bahwa pencegahan kecurangan dapat dikurangi dengan adanya budaya organisasi. Di institusi perguruan
tinggi dalam pengadaan barang/jasa petlu dikembangkan budaya organisasi yang baik terutama harus
ada kelancaran komunikasi antar semua bagian. Tanpa adanya komunikasi yang baik dan jelas akan
menyebabkan kesalahpahaman.

Definisi Operasinal dan Pengukuran Variabel Penelitian

Definisi operasional merupakan variabel yang diungkap dalam definisi konsep tersebut secara
operasional, secara praktis, secara riil, secara nyata dalam lingkup objek yang diteliti dengan
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menggunakan Skala Likers (Priyatno, 2010). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan
variabel latent atauun observed (sering disebut konstruk), yaitu variabel yang tidak diukur secara langsung,
tetapi dibentuk melalui dimensi-dimensi (indikator-indikator).

Selanjutnya, sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut, terlebih dahulu perlu dilakukan
pengujian kualitas data penelitian, yaitu dengan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas (Ghozali,
2013). Sedangkan pengukuran definisi opersional variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Pengukuran Definisi Operasional Variabel

No Variabel Definisi Item Pertanyaan Referensi
1 SistemPengendal Merupakan proses yang integral pada 1. Lingkungan Pengendalian COSO (2013
ian Internal tindakan dan kegiatan yang dilakukan 2. Penilaian Risiko
(SPI) secara terus menerus oleh pimpinan 3. Aktivitas Pengendalian
dan seluruh karyawan untuk 4. Informasi dan komunikasi
memberikan keyakinan memadai atas 5. Pemantauan
tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.
2 Kualitas SDM Kualitas sumber daya manusia 1. Pengetahuan Sugeng (2002)
merupakan pengetahuan, 2. Ketrampilan
keterampilan, dan kemampuan 3. Kemampuan
seseorang yang dapat digunakan
untuk menghasilkan layanan
professional.
3  Etika Etika pengadaan barang/jasa juga 1.Menyalahgunakan Tang dkk (2003)
merupakan salah satu aspek penting kedudukan/posisi (Abuse
yang petlu diperhatikan untuk Position)
terciptanya pengadaan barang/jasa. 2.Perilaku yang
Salah satu bentuk etika pengadaan menyalahgunakan kekuasaan
barang/jasa antara lain: para (Abuse Power)
pengguna, penyedia, dan pihak 3.Perilaku yang
terkait tidak menerima, menawarkan, menyalahgunakan sumber
serta menjanjikan pemberian hadiah daya organisasi (abuse
atau imbalan berupa apa saja kepada resources)
siapa pun yang terkait dengan 4. Perilaku yang tidak berbuat
pengadaan barang/jasa. apa-apa (no action)
4 Budaya Budaya organisasi adalah nilai-nilai 1. Model peran yang visible Robbins (2013)
Organisasi yang menjadi pedoman tingkah laku  2.Komunikasi harapanetis
dalam suatu sosial tertentu yang 3.Pelatihan etis
diakui dan menjadi panutan untuk 4. Hukuman bagi tindakan etis
menghadapi permasalahan eksternal ~ 5.Mekanisme perlindungan
yang telah disepakati demi tujuan etika
bersama.
5 Frand Frand sebagai kebohongan yang 1. Manipulasi Wilopo (2000)
disengaja, ketidak benaran dalam 2.Pemalsuan dokumen
melaporkan aktiva perusahaan atau 3.Penghilangan informasi
manipulasi data keuangan bagi 4.Penggelapan aktiva
keuntungan pihak yang melakukan 5.Pelanggaran terhadap prinsip
manipulasi tersebut. akuntansi
SIMPULAN

Ditemukannya kasus korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi menggambarkan
bahwa masih adanya celah dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga kasus fraud masih dapat
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dilakukan. Adanya celah untuk melakukan tindakan fraud pada pengadaan barang dan jasa menjadikan
perguruan tinggi untuk mengendalikan tindakan fraud agar tidak terjadi.

Penulisan paper ini mengajukan sebuah model konseptual dalam meningkatkan tindakan
pencegahan fraud pada pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi swasta. Teori yang akan
digunakan menggunakan teori keagenan, teori atribusi dan Fraud Triangl. Selanjutnya penulis
mengambil 4 faktor yang menentukan tindakan fraud pada pengadaan barang dan jasa, yaitu sistem
pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, etika, dan budaya organisasi. Dengan demikian
model konseptual ini diharapkan dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya sehingga akan
berkontribusi pada penelitian pencegahan kecurangan.
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